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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran 
visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan serta 
untuk mengetahui kendala yang menyebabkan visum et repertum dalam 
tindak pidana pembunuhan tidak optimal.  
metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian 
hukum Normatif yakni mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai 
Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data 
hukum primer yaitu bahan yang mengikat berupa Undang-undang, data 
sekunder bahan yang erat hubunganya dan membantu dalam 
menganalisis bahan hukum primer. Analisis data dilakukan dengan cara 
mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun data 
sekunder, serta wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis 
dan diinterpretasikan.  
Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 
M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu 
kedokteran kehakiman disebut Visum et Repertum. Dengan demikian, 
menurut KUHAP keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya disebut Visum et Repertum 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran visum et 
repertum dalam hukum pidana diperlukan sebagai alat bukti yang sah 
sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, serta terdapat kendala 
internal dan eksternal di dalam penggunaan visum et repertum 
 
Kata kunci : visum et repertum,tindak pidana,pembunuhan. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang  
Hakekat dari suatu proses peradilan Pidana adalah bertujuan untuk 
mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. 
Dimana aparat penegak hukum wajib memperoleh bukti-bukti yang 
dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan 
pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap 
persidangan atas perkara tersebut. Selanjutnya perkara akan dibawa 
dipersidangan untuk mendapatkan putusan pidana. Putusan Pidana oleh 
hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan 
berlaku menurut ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini hukum acara 
pidana. 
Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah 
pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. 
Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal 
yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal-hal tersebut dan 
berpikir secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal 
pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang 
konkret. 
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Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat sebagai 
KUHAP) memerlukan adanya alat bukti sah, yaitu : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; dan 
e. Keterangan terdakwa. 
 
Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menurut Pasal 183 
KUHAP, sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sah, yang dapat 
membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya 
keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil 
pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan. Di 
dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan 
pemeriksaan suatu perkara pidana, sering kali para penegak hukum 
dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat 
diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan 
atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat 
penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-
lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut. 
Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan 
keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu 
pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Prof. A. Karim 
Nasution menyatakan : “Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman 
dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 3 
pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh 
sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat 
dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, 
ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi 
pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. 
Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya, maka oleh Undang-Undang diberi kemungkinan agar para 
penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh 
bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus 
tersebut.”  
Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai 
permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk 
permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 
120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia 
dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. 
Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan 
persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam 
hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang 
pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula 
minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. 
Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua 
pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 
KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang 
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diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan”. 
Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses 
pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan 
pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran 
dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara 
pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, 
memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta 
pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 
tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Pada tahap pemeriksaan 
pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang 
diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup 
penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari 
keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan 
oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil 
yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya 
akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. 
Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam 
proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap 
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penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu 
penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya 
menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus 
tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk 
mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. 
Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan 
merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli 
seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan 
keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh 
bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Suatu 
kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat 
penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang 
dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan 
kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan 
seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan 
atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam 
penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari 
dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa 
keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai 
keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah 
dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan.  
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara 
pidana, adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi ahli. Dalam  Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) dan 
KUHAP mengatur kewajiban setiap orang untuk menjadi saksi. Ketentuan 
Pasal 224 dan 522 KUHP mengancam sanksi pidana terhadap setiap orang 
yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa. 
Dengan demikian, setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk 
memberikan kesaksiannya, baik pada pemeriksaan penyidikan, maupun 
persidangan. Namun demikian, pada ketentuan pasal 168 dan 170 KUHAP 
mengatur hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi karena alasan tertentu. 
Seorang Dokter bisa menjadi saksi ahli dalam suatu persidangan pidana. 
Biasanya dalam sidang peradilan pidana khususnya kasus pembunuhan maka 
dibutuhkan keikutsertaan seorang dokter khususnya dokter forensik untuk 
membuatkan keterangan yang berisi hal-hal yang menyebabkan kematian. 
Yang kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan atau biasa 
disebut dengan Visum Et Repertum.Untuk bisa dilakukan suatu Visum maka 
dibutuhkan kerjasama dari pihak kepolisian dan kedokteran. Visum biasanya  
dibutuhkan untuk kasus pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan. 
Visum Et Repertum juga dapat menjadi bukti keterangan ahli berdasar 
ketentuan pemerintah tanggal 22 Mei 1937 dalam Lembaran Negara 1937 
(Staatsblad 1937 No. 350) Pasal 1 menyatakan bahwa: “Visum Et Repertum 
dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada 
waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Negeri Belanda atau Indonesia 
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atau sumpah khusus, sebagai dimaksud Pasal 2, mempunyai daya bukti dalam 
perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang apa yang 
dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa”.  Dalam Pasal 186 KUHAP 
dan Lembaran Negara 1937 (Staatsblad 1937 No. 350) Pasal 1, sama-sama 
menerangkan bahwa sebelum dokter (ahli) memberikan keterangan harus 
mengucap sumpah didepan hakim. Meski sebelumnya seorang Dokter dalam 
menjalankan jabatannya telah disumpah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter pasal 1 yang berbunyi : 
“saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, saya 
akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila sesuai 
dengan martabat pekerjaan saya…….” Dengan lafal sumpah yang telah 
dijalankan seorang Dokter sebelum menjalankan jabatannya maka seorang 
Dokter mempunyai kewajiban untuk menjalankan profesinya baik kaitannya 
dengan keilmuannya dalam menyembuhkan penderita maupun kaitannya 
dengan keahliannya dalam memberikan keterangan dibidang keahliannya. 
Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya (Corpus Delicti) 
merupakan suatu benda (tidak  bernyawa) misalnya senjata tajam atau senjata 
api yang digunakan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, barang hasil 
curian atau penggelapan, mata uang yang dipalsukan, barang-barang hasil 
penyelundupan dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka 
pengadilan sebagai barang bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan 
Corpus Delicti (tanda bukti) yang berupa tubuh manusia, oleh karena 
misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu 
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mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan 
mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur; jadi kesimpulannya keadaan itu 
tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh 
karenanya Corpus Delicti yang demikian itu tidak mungkin disediakan atau 
diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum 
Et Repertum.  
Atas dasar berbagai permasalahan tersebut, maka penulis 
menganggap perlu mengangkat masalah ini untuk diteliti lebih lanjut. Oleh 
karena itu diperlukan adanya kajian terhadap permasalahan mengenai 
PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI UPAYA 
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan PN 
Surabaya nomor : 3054/Pid.B/2010/PN.SBY Kasus pembunuhan Rizal Abdul 
Syukur di kota Surabaya). 
 
2. Rumusan Masalah. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
dapat dirumuskan masalah yang akan peneliti angkat dalam skripsi ini 
adalah : 
1. Bagaimana peran Visum et Repertum dalam upaya mengungkap 
Tindak Pidana Pembunuhan? 
2. Apa kendala pembuatan Visum et Repertum dalam upaya 
mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan? 
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3. Tujuan Penelitian. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran Visum et 
Repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa kendala yang 
menyebabkan peran Visum et Repertum dalam mengungkap tindak 
pidana pembunuhan tidak optimal. 
4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis : 
Memberikan sumbangan dan manfaat perkembangan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Proses 
Penyidikan dan Hukum Pidana, bidang ilmu yang lain yang terkait di 
dalamnya, serta memberikan pertimbangan hukum baru dalam hal 
pentingnya Visum et Repertum untuk mengungkap suatu Tindak 
Pidana.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah : dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam menentukan sarana dan prasarana, serta fleksibilitas 
kebijakan yang diperlukan berkaitan dengan pentingnya 
Visum et Repertum. 
b. Bagi masyarakat : lebih memahami akan peranan visum et 
repertum dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana 
tertentu. 
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c. Bagi penyidik : diharapkan bagi penyidik dalam 
memberikan visum et repertum yang bekerja sama dengan 
dokter ahli khususnya ahli forensik bisa terlaksana dengan 
cepat sehingga proses  BAP bisa segera dilimpahkan ke 
kejaksaan. 
5. Kajian Pustaka  
5.1.1 Tinjauan Umum tentang Visum et Repertum 
a. Pengertian Visum et Repertum 
Pengertian yang terkandung dalam Visum Et Repertum ialah : 
”YANG DILIHAT DAN DIKETEMUKAN”. Jadi Visum Et Repertum 
adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang ”dilihat dan 
diketemukan” di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang 
luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis. 
Istilah Visum et Repertum tidak disebutkan dalam KUHAP, tetapi 
terdapat dalam Staatsbald. Tahun 1937 No. 350 tentang Visa Reperta. 
Visa Reperta merupakan Bahasa Latin. Visa berarti penyaksian atau 
pengakuan telah melihat sesuatu; dan reperta berarti laporan. Dengan 
demikian, apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, Visa 
Reperta, berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau 
pengakuan telah melihat sesuatu. 
Visum et Repertum merupakan bentuk tunggal dari Visa et Reperta. 
Stbl. Tahun 1937 No. 350 yang berisi  “Visa Reperta para dokter yang 
dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu 
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menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun atas sumpah khusus 
seperti tercantum dalam Pasal 2, mempunyai daya bukti yang sah dalam 
perkara pidana, selama berisi keterangan mengenai hal yang dilihat oleh 
dokter itu pada benda yang diperiksa.” 
Staatsblad  Tahun 1937 No. 350 hingga saat ini belum dicabut, 
meskipun KUHAP telah berlaku lebih dari dua puluh tahun. Namun 
demikian, KUHAP tidak menggunakan istilah Visum et Repertum untuk 
menyebut keterangan ahli, yang merupakan hasil pemeriksaan ahli 
kedokteran kahakiman. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil 
pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut Visum et Repertum. 
Dengan demikian, menurut KUHAP keterangan ahli yang diberikan oleh 
ahli kedokteran kehakiman atau dokterdan atau ahli lainnya disebut 
Visum et Repertum. 
Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong Visum Et Repertum 
merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena 
menggantikan sepenuhnya CORPUS DELICTI (tanda bukti), seperti 
diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh 
dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si 
korban merupakan CORPUS DELICTI. 
Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya (Corpus 
Delicti) merupakan suatu benda (tidak bernyawa) misalnya senjata 
tajam/api yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, barang 
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hasil curian/penggelapan, mata uang yang dipalsukan, barang-barang 
hasil penyelundupan dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan 
di muka persidangan pengadilan sebagai barang/tanda bukti. 
Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Corpus Delicti yang 
berupa tubuh manusia,oleh karena misalnya luka-luka pada tubuh  
seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, 
membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan 
menjdi busuk dan dikubur; jadi kesimpulannya keadaan itu tidak pernah 
tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya 
Corpus Delicti yang demikian itu tidak mungkin disediakan/diajukan 
pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum Et 
Repertum. 
Agar dapat keseragaman dalam bentuk dari Visum Et Repertum 
maka diadakan ketentuan pokok yaitu 3 kerangka daripada Visum Et 
Repertum ialah sebagai berikut : 
I. Pendahuluan : 
Di sebelah kiri atas ditulis kata-kata : 
”PRO JUSTITIA”  
saya bertanda tangan di bawah ini : Dr .......... X Pada hari ini 
.................. tanggal ..................... 19 telah memeriksa seorang/mayat 
seorang pria/wanita bernama .................. umur ............ th, tempat dan 
tgl lahir................. pekerjaan .................. tempat tinggal di ........... atas 
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permintaan ................. dalam suratnya tanggal ................. 
No....................... 
II. Pemberitaan : 
Dalam pemberitaan harus lengkap yaitu dicantumkan segala ciri yang 
ada pada si korban seperti pakaiannya, rambutnya, warna kulit dan 
lain-lain, akhirnya tentang luka-lukanya, hal ini penting untuk 
menghindarkan kekeliruan. 
Pemeriksan dilanjutkan meliputi semua bagian tubuh yang penting 
seperti otak, lambung, limpa (milt) dan lain-lain walaupun lukanya 
bukan di bagian itu. 
Hal ini penting karena ada kemungkinan kematian seseorang bukan 
disebabkan langsung oleh luka karena penganiayaan atau tabrakan, 
akan tetapi misalnya disebabkan oleh ”terkejut” (shock) atau karena 
memang limpanya pecah disebabkan ia telah lama menderita penyakit 
malaria. 
Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pemberitaan adalah 
analoog dengan suatu kesaksian, sebab dalam pemberitaan dimasukkan 
segala apa yang dilihat dan diketemukan. Umpamanya dalam hal 
tabrakan, pada pemberitaan memuat segala hal-ihwal yang 
berhubungan dengan tabrakan itu sehingga akan sama dengan 
kesaksian dari orang yang melihat tabrakan itu, hanya bedanya jika 
kesaksian dari orang yang meihat tabrakan itu diperoleh di tempat 
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kejadian sedangkan pemberitaan seorang dokter diperoleh dari barang 
bukti yang diperiksanya. 
III. Kesimpulan 
Kesimpulan harus didasarkan pada ajaran Sebab dan Akibat 
(Causaliteits leer). Misalnya tidak boleh hanya dikatakan bahwa 
kematian seseorang disebabkan karena pendarahan saja, melainkan 
harus  diterangkan juga bahwa pendarahan itu disebabkan oleh luka 
pada limpanya dan lukanya itu disebabkan pula oleh tusukan senjata 
tajam. 
Di bagian bawah harus dicantumkan ”sumpah”. Hal ini berarti bahwa 
setiap Visum Et Repertum harus dibuat diatas sumpah, yaitu sumpah 
dokter. Sebagai catatan mengenai sumpah ini ada 2 pendapat, ialah : 
1. Pada tiap-tiap Visum Et Repertum harus dicantumkan sumpah 
dokter yang khusus untuk sesuatu pemeriksaan tersebut. 
2. Berhubung dengan dalam praktek sulit dilaksanakannya, maka 
untuk Visum Et Repertum dianggap cukup dengan sumpah yang 
diucapkan  oleh dokter yang bersangkutan pada waktu pertama kali 
menerima jabatan sebagai dokter, hal ini berlaku baik di Negeri 
Belanda maupun di Indonesia (Staatsblad 1937 No. 350. 
Ordonansi tanggal 22 Mei 1937. Dengan adanya ”sumpah” ini 
barulah Visum Et Repertum merupakan dan mempunyai kekuatan 
sebgai bukti yang sah. 
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b. Tujuan Visum et Repertum 
Seperti yang telah diutarakan di atas (Bab. I Paragrap 1) bahwa 
tugas seorang dokter dalam bidang ilmu kedokteran kehakiman adalah 
membantu para petugas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam 
mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan 
tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, sehingga bekerjanya harus objektif 
dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya 
satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan, 
maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan dalam ”pemberitaan” 
dari Visum Et Repertum itu harus yang sesungguh-sungguhnya dan 
seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada 
waktu pemeriksaan dan dengan demikian Visum Et Repertum merupakan 
kesaksian tertulis. 
Tidak dapat disangkal lagi bahwa tubuh manusia selalu berubah-
ubah jadi keadaannya tidak statis, misalnya pada suatu kasus perkara 
pidana ada orang yang kena tusukan sehingga luka, lalu perkara ini 
diajukan ke sidang pengadilan, akan tetapi sidangnya mungkin baru 
dilaksanakan beberapa bulan kemudian dan sementara itu lukanya 
mungkin sudah  sembuh atau semakin membusuk, keadaan luka itu 
sudah lain daripada waktu penusukkan itu terjadi dan oleh karena itu 
diperlukan suatu keterangan yaitu Visum Et Repertum yang 
menerangkan keadaan luka pada saat atau tidak lama setelah peristiwa 
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tersebut terjadi. Oleh sebab itu pengiriman barang bukti harus dilakukan 
dengan cepat. 
Visum Et Repertum merupakan rencana (verslag) yang diberikan 
oleh seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan diketemukan pada 
waktu dilakukan  pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti 
peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang 
bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga 
akhirnya daripadanya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. 
Selain itu Visum Et Repertum dipakai pula sebagai dokumen 
dengan nama ditanyakan pada dokter lain tentang barang bukti yang 
telah diperiksa apabila yang bersangkutan (Jaksa, Hakim) tidak 
menyetujui hasil pemeriksaan tersebut. 
Contoh : dalam suatu kasus pengeroyokan seseorang telah 
ditikam oleh senjata tajam sehingga luka-luka dan karenanya banyak 
sekali mengeluarkan darah dan iapun mendapat pukulan dengan benda 
keras di kepalanya, sehingga ia mati. 
Setelah diadakan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa 
kematiannya disebabkan karena ia mengeluarkan darah sebanyak lk. 
1500 cc. Jaksa meragukan hasil pemeriksaan tersebut, lalu ia minta 
kepada dokter lain agar memeriksa kembali mayat si korban dan hasil 
pemeriksaannya menyatakan bahwa kematian si korban disebabkan 
karena otaknya rusak. Perbedaan ini penting untuk menentukan siapa 
yang bersalah atas kematian si korban. Manakah yang vatal, apakah 
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tikaman yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah lk. 1500 cc 
ataukah pukulan di kepala dengan benda keras yang mengakibatkan 
rusakya otak.  
Ada kemungkinan keluarga si korban berkeberatan dan 
menentang /menghalang-halangi untuk diadakan pemeriksaan bedah 
mayat (sectio), apabila demikian dapat dikenakan pasal 222 KUHPidana 
yang berbunyi : 
”Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintangi 
atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum 
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp. 4500,-” 
Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik simpulan bahwa tujuan 
Visum Et Repertum ialah : 
a. Harus sepenuhnya mengganti barang bukti yang diperiksa 
b. Merupakan dokumen kedokteran 
c. Syarat Pembuatan Visum et Repertum 
Pembuatan Visum et Repertum haruslah memenuhi syarat 
formil dan materiil. Syarat formil, yaitu menyangkut prosedur yang 
harus dipenuhi dalam pembuatannya.  Menurut Instruksi Kepala Polisi 
Republik Indonesia  No. Pol. : INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara 
Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum, adalah : 
1. Permintaan Visum et Repertum haruslah secara tertulis (sesuai 
dengan Pasal 133 ayat (2) KUHAP); 
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2. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara dibedah, jika ada 
keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak polisi atau 
pemeriksa memberikan penjelasan tentang pentingnya dilakukan 
bedah mayat; 
3. Permintaan Visum et Repertum hanya dilakukan terhadap peristiwa 
Pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan atas 
peristiwa yang telah lampau; 
4. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat; 
5. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka 
polisi perlu melakukan pengamanan tempat dilakukannya bedah 
mayat; 
Syarat materiil dalam pembuatan Visum et Repertum adalah 
berkaitan dengan isi, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada 
tubuh korban yang diperiksa, pada saat diterimanya Surat Permintaan 
Visum et Repertum dari Penyidik. Di samping itu, isi Visum et 
Repertum tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji 
kebenarannya. Dengan demikian, Visum et Repertum sah sebagai alat 
bukti dalam perkara Pidana, apabila pembuatannya memenuhi syarat 
formil dan materiil. 
d. Pentingnya Visum et Repertum dalam Perkara Pidana 
Pembuatan Visum et Repertum diperlukan untuk beberapa 
peristiwa pidana menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati, 
dan benda yang diduga sebagai bagian dari tubuh manusia. Peristiwa 
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Pidana yang memerlukan pembuatan Visum et Repertum, seperti 
ditentukan dalam KUHP adalah : 
1. Pelaku Tindak Pidana yang diduga menderita kelainan jiwa, yaitu 
berkaitan dengan berlakunya ketentuan Pasal 44; 
2. Penentuan umur korban/pelaku Tindak Pidana : 
- Berkaitan dengan korban Tindak Pidana terhadap anak, 
khususnya di bidang kesusilaan misalnya, ditentukan dalam Pasal 
287, 288, 290 sampai dengan 295, 300 dan 301. 
- Berkaitan dengan pelaku Tindak Pidana anak yang ditentukan 
dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak. 
3. Kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 284 sampai dengan 290, 
dan Pasal 292 sampai dengan 294; 
4. Kejahatan terhadap nyawa, yaitu Pasal 338 sampai dengan 348; 
5. Penganiayaan, berkaitan dengan Pasal 351 sampai dengan 355, 
6. Perbuatan alpa yang mengakibatkan mati atau luka orang lain, 
yaitu Pasal 359 dan 360. 
Permintaan Visum et Repertum antara lain bertujuan untuk membuat 
terang peristiwa Pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penyidik dalam 
permintaan tertulisnya pada dokter menyebutkan jenis Visum et 
Repertum yang dikehendaki dengan menggunakan format sesuai 
dengan kasus yang sedang ditangani. Macam Visum et Repertum 
berdasarkan penggunaannya adalah : 
a. Visum et Repertum untuk pelaku kelainan jiwa; 
b. Visum et Repertum tentang umur; 
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c. Visum et Repertum untuk korban hidup; 
d. Visum et Repertum untuk mayat; 
e.    Visum et Repertum korban perkosaan atau Tindak Pidana di bidang 
kesusilaan; 
f. Visum et Repertum penggalian mayat; 
 
Pemeriksaan atas barang bukti yang berasal dari tubuh 
manusia, misalnya berupa muntahan korban, bercak darah, sperma, 
rambut, dan sebagainya, yang dilakukan di laboratorium forensik 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas barang bukti. Di 
samping itu, dikenal pemeriksaan di tempat kejadian perkara, yang 
hasil pemeriksaannya dituangkan pula dalam bentuk berita acara 
pemeriksaan. 
Penggunaan istilah mayat atau jenazah belum ada kesatuan 
pendapat. Penyebab pasti kematian seseorang dapat berhubungan baik 
dengan hukum Pidana, maupun hukum Perdata. Berhubungan dengan 
hukum Perdata, misalnya dalam asuransi atau hak waris. Kecurigaan 
tentang penyebab kematian ditentukan oleh polisi, meskipun 
peristiwanya berhubungan dengan Hukum Perdata. Namun demikian, 
atas penyebab kematian seseorang juga merupakan Kejahatan terhadap 
Nyawa yang berhubungan dengan Hukum Pidana. 
e. Kendala Internal dalam Pembuatan Visum Et Repertum  
   Kendala internal merupakan faktor atau keadaan dari dalam yang 
membatasi, menghalangi pencapaian sasaran. Dalam hal ini sasaran yang 
ingin dicapai adalah pembuatan Visum Et Repertum atas korban Tindak 
Pidana Pembunuhan. Adapun dalam pembuatan Visum Et Repertum 
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terkadang menemui beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya 
dibuat Visum Et Repertum, meliputi : 
1. Keterlambatan Permintaan Visum oleh Pihak Penyidik. 
 Hal ini bisa terjadi karena begitu mendapatkan laporan atau pengaduan, 
Penyidik lebih fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa benda 
sehingga terkadang terlambat untuk membuat surat pengantar kepada 
Dokter ahli untuk membuat Hasil pemeriksaan atas korban tindak pidana, 
yang dituangkan dalam surat keterangan atas hasil pemeriksaan atau biasa 
disebut Visum Et Repertum. Apabila tidak ada permintaan secara tertulis 
oleh pihak penyidik maka Dokter Ahli forensik atau Dokter ahli lain tidak 
akan melakukan pemeriksaan atas jenazah korban tindak pidana 
pembunuhan, penganiayaan ataupun perkosaan. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam pasal 133 KUHAP yang menyebutkan 
bahwa permintaan atas Visum Et Repertum harus dibuat secara tertulis. 
2. Keadaan mayat sudah membusuk,  
Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi hasil Visum Et Repertum. 
Biasanya hasil organ tubuh yang memberikan hasil positif pada 
pemeriksaan toksiologi sudah mengalami pembusukan maka dapat 
mengakibatkan hasil menjadi negatif. Sehingga mempengaruhi 
pembuatan Visum Et Repertum menjadi tidak lengkap, dikarenakan Visum 
Et Repertum tidak dilakukan sesegera mungkin dan mayat menjadi busuk. 
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3.  Kurangnya koordinasi antara Pihak Penyidik dengan Dokter, yang 
mengakibatkan prosedur permintaan  Visum Et Repertum  menjadi lebih 
lama. Hal ini berkaitan dengan kendala internal nomor 1.  
 
f.  Kendala Eksternal dalam Pembuatan Visum Et Repertum 
   Kendala Eksternal adalah faktor atau keadaan dari luar yang 
menghalangi pembuatan Visum Et Repertum. Kendala Eksternal dalam 
pembuatan Visum Et Repertum meliputi : 
1. Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah yang sangat jauh, bisa jauh dari 
tempat kejadian, ataupun dari kantor polisi tempat pengusutan perkara. 
Sehingga memakan waktu lama dalam proses pembuatan Visum Et 
Repertum. 
2. Kurangnya tenaga Dokter Kehakiman atau Dokter ahli Forensik, ataupun 
Dokter ahli lainnya. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan efisiensi waktu 
pembuatan Visum Et Repertum menjadi lama. Dan juga terkadang Dokter 
membutuhkan tempat untuk mengadakan pemeriksaan lanjutan. Dimana 
jika menempati Rumah Sakit Umum Daerah maka sulit untuk meminta 
tempat khusus dalam melakukan pemeriksaan outopsi (bedah mayat), 
karena kondisi Rumah Sakit yang padat akan pasien perawatan ataupun 
pasien yang meninggal dunia. 
3. Dari pihak keluarga yang tidak mengijinkan untuk melakukan autopsi 
(bedah mayat). Hal ini sering terjadi. Dimana pada kondisi umumnya 
keluarga korban merasa tidak tega jika salah satu anggota keluarganya 
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yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, 
tubuhnya di periksa secara mendalam. Apabila hal ini terjadi seorang 
Penyidik yang mempunyai kewenangan untuk memaksa pihak keluarga 
korban harus menyerahkan jenazah korban untuk di autopsi (bedah mayat) 
sebagai pemenuhan Pemeriksaan penyidikan yang nantinya akan tertuang 
dalam BAP kepolisian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) 
KUHAP “Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari pihak  
keluarga yang telah diberitahu oleh penyidik, maka penyidik segera 
melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 133 
ayat (3) KUHAP  
 
 
5.1.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Sebelum kita membahas mengenai pengertian tindak 
pidana, maka perlu diketahui bahwa tindak pidana berasal dari 
suatu istilah dalam hukum belanda yaitu strafbaarfet. Ada pula 
yang mengistilahkan menjadi delict yang berasal dari bahasa latin 
selictum. Hukum pidana Negara anglo saxon memakai istilah 
offense atau criminal act. Oleh karena itu Kitab Undang Undang 
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Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber padaWvs belanda, 
maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu Strafboarfeit1 
Strafboarfeit telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia 
sebagai : 
a.  Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum. 
b.  Peristiwa pidana. 
c.  Perbuatan pidana. 
d.  Tindak pidana dan 
e.  Delik. 
Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam 
hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan 
dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. 
Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering 
disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau  rangkaian 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa 
hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi 
unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari : 
1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan 
dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama 
dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. 
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak 
dikehendaki oleh Undang - undang. Sifat unsur ini 
mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). 
 
Dilihat dari Unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya 
                                                 
1 Andi hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 84  
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dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel 
Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut: 
1. Harus adanya suatu perbuatan. 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 
ketentuan hukum, yakni : 
a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
b. Harus berlawanan dengan hukum. 
c. Harus tersedia ancaman Hukumannya. 
Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana 
merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut : 
1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-
undang pada suatu waktu tertentu. 
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial 
yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, 
perbuatan mana dapat dihukum oleh negara. 
 
Dalam KUHP tidak memberikan satupun definisi mengenai 
kejahatan, walaupun Bab II dalam KUHP bertitel tentang kejahatan 
akan tetapi dalam pasal pasalnya memakai kata tindak pidana dan 
pada bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan 
perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Dalam sistem perundang-
undangan kita telah dipakai istilah tindak pidana, seperti Undang-
undang tindak pidana ekonomi, Undang-undang tindak pidana 
korupsi, dan seterusnya maka dipandang tepat menggunakan istilah 
tindak pidana. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 26 
Kejahatan secara yuridis diartikan oleh R. Susilo sebagai 
perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-
undang. Dengan melihat kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar 
Undang-undang, maka peraturan atau Undang undang harus dibuat 
lebih dahulu sebelu adanya peristiwa pidana, hal ini untuk menjamin 
kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesewenang wenangan dari 
penguasa. 
   Selanjutnya pemakaian istilah tindak pidana dan kejahatan 
seringkali mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaian 
istilah ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa istilah yang 
dipakai dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam rumusan KUHP 
adalah istilah tindak pidana, walaupun buku II bertitel kejahatan. 
Dalam hukum pidana sendiri istilah tindak pidana dikenal dengan 
strafbarfeit dan memiliki penjelasan yang berbeda-beda akan tetapi 
intinya sama yaitu peristiwa pidana atau sebagai tindak pidana. 
Menurut Van Hamel,  strafbarfeit adalah kelakuan orang yang 
dirumuskan dalam wet atau undang-undang yang bersifat melawan 
hukum yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan 
kesalahan2.  
Berikut ini merupakan rumusan dari para ahli tentang tindak pidana 
yaitu : 
                                                 
    2 P. Simons dalam Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 
1987, hal 61 
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Menurut P. Simons yang menggunakan istilah peristiwa pidana 
adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh 
Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh 
orang yang mampu bertanggung jawab3. Simon memandang semua 
syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan 
tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (crime act) 
tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana 
(criminal responsibility atau criminal liability pertanggung jawaban 
pidana). Kemudian dia menyebut Unsur-unsur tindak pidana yaitu : 
1.  Perbuatan manusia 
2.  Diancam dengan pidana  
3.  Melawan hukum 
4.  Dilakukan dengan kesalahan 
5.  Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
 
Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur 
obyektif dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif adalah : 
Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan 
kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya. Unsur 
subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya 
kesalahan4.  
E.Mezger mengemukakan Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai 
berikut: 
                                                 
3 Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 62-63 
 
4 Masruchin Ruba’i - Made S. Astuti Djanuli, Hukum pidana I, Malang, 1989. hal 35  
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1. perbuatan dalam arti yang luas dari manusia; 
2. sifat melawan hukum; 
3. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 
4. diancam pidana. 
 
Moeljatno memberikan pengertian tentang perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang 
siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada 
perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang 
menimbulkan kejadian itu5. Moeljatno memisahkan antara criminal act 
dan criminal responsibility yang menjadi unsur tindak pidana. 
Menurut Moeljatno hanyalah Unsur-unsur yang melekat pada 
criminal act (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan yang 
termasuk Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : 
a.  Perbuatan (manusia) 
b.  Memenuhi rumusan Undang-undang 
c.   Bersifat melawan hukum 
 
Hazel Suringa, mempunyai pandangan lain mengenai Unsur-
unsur tindak pidana. Ia tidak menganut aliran monistis maupun aliran 
dualisis. Ia mengemukakan Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud 
adalah: 
1. Unsur tingkah laku manusia. Unsur ini dalam Undang-undang 
dirumuskan dengan menggunakan kata kerja. Misalnya 
                                                 
 5 Moeljatno, Op Cit, Hal 59  
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“mengambil” merupakan unsur tingkag laku manusia yang 
dirumuskan dalam pasal 362 KUHP. 
2. Unsur melawan hukum. Apabila sifat melawan hukum itu 
dirumuskan secara tegas dalam Undang-undang, maka ini akan 
menjadi unsur mutlak tindak pidana. 
3. Unsur kesalahan. Unsur ini harus diartikan sebagai bentuk-bentuk 
kesalahan, yaitu kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). 
4. Dalam tindak pidana materiil diperlukan adanya unsur akibat 
konstitutif. Misalnya “hilangnya nyawa” pada tindak pidana 
pembunuhan pasal 338 KUHP. 
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. 
6. Unsur keadaan yang menyertai. Baik yang bersifat obyektif 
maupun subyektif.6 
 
Mengenai rumusan Undang-undang yang bersifat formil. 
Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat 
melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian karena 
perbuatan yang dilakukan itu harus betul betul oleh masyarakat 
dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Bersifat 
melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana. 
Masrucin Ruba’i berpendapat bahwa tindak pidana terdapat dua 
pandangan, yang pertama menurut pandangan kualitatif dibagi menjadi 
dua yaitu tindak pidana kejahatan yang bersifat rechts delict dan tindak 
pidana pelanggaran bersifat wet delict. Recht delict maksudnya tindak 
pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 
terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-
undang atau tidak. Sedangkan wet delict adalah merupakan suatu 
perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana pelanggaran apabila 
perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya 
                                                 
6 Masruchin Ruba’i, Asas-Asas Hukum Pidana, Malang,2001, hal 23-24 
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Undang-undang yang mengatur. Tindak pidana bisa juga berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sehingga 
disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana. 
b. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah 
berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang 
dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) 
manusia.7 
Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau 
dikelompokkan atas dua dasar, yaitu: 
1. Atas dasar unsur kesalahannya, dan 
2. Atas dasar obyeknya (nyawa) 
Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap 
nyawa, yaitu: 
1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus 
misdrijven), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, 
pasal 338-350 KUHP. 
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakuakan tidak dengan sengaja 
(culpose misdrijven), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359 
KUHP). 
                                                 
7 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, Hal 55. 
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Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang 
dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan 
dalam tiga macam, yakni: 
1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam 
pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP. 
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah 
dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342 dan 343 KUHP. 
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan 
ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. 
                 a.d. Kejahatan terhadap Nyawa yang Dilakukan dengan Sengaja 
 Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut 
atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari: 
1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok ( pasal 338 KUHP). 
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahuluai dengan 
tindak pidana lain (pasal 339 KUHP). 
3. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP). 
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan (pasal 341, 342, dan 343 KUHP). 
5. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP). 
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (pasal 345 
KUHP). 
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7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (pasal 346-
349 KUHP) 
     a.d. Kejahatan terhadap Nyawa yang Dilakukan dengan Tidak  
                Sengaja 
  Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah 
kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359 KUHP, yang 
berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”8 
    Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah: 
1. Adanya unsur kelalaian (kulpa); 
2. Adanya wujud perbuatan tertentu; 
3. Adanya akibat kematian orang lain; 
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat 
kematian orang lain itu. 
 Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga 
unsur, yakni unsur: 2, 3 dan 4. tiga unsur ini tidak berbeda dengan 
unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (pasal 
338 KUHP). Perbedaanya dengan pembunuhan hanyalah terletak 
pada unsur kesalahannya, yakni pada pasal 359 KUHP ini adalah 
                                                 
 8 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda, 1999. 
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kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (kulpa), sedangkan 
kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan. 
 Adapun unsur kulpa atau kurang hati-hati dalam kejahatan 
pasal 359 KUHP adalah bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya 
perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Karena, seseorang tidak 
membayangkan akibat selanjutnya dari sebuah perbuatan yang ia 
lakukan, yang seharusnya ia membayangkan, atau ia 
membayangkan tetapi pertimbangannya akibat itu tidak akan 
terjadi yang ternyata terjadi. Karena itu dalam melakukan 
perbuatan yang dikehendaki itu tidak boleh tanpa membayangkan 
akibat yang lain yang tidak dikehendaki tapi yang mungkin dapat 
terjadi, atau yang dibayangkan dapat terjadi, dan dengan demikian 
lalu mengabaikan akan kemungkinan itu. 
 Mengenai menyebutkan unsur kelalaian (kulpa atau kurang 
hati-hati) dalam pasal 359 KUHP dengan perkataan “karena 
kesalahannya” dirasa kurang pas, karena sudah menjadi istilah 
dalam hukum bahwa kesalahan adalah lebih luas pengertiannya 
daripada kelalaian (kulpa), karena kulpa itu adalah bagian dari 
kesalahan. 
c. Pelaku Tindak Pidana. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang 
melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku 
Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian 
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perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini 
perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindakan pemerkosaan 
terhadap anak di bawah umur. 
Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada 
pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : 
A. Pasal 55 KUHP. 
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 
a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 
yang turut serta melakukan perbuatan. 
b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang 
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-
akibatnya. 
B. Pasal 56 KUHP. 
Dipidana sebagai pelaku kejahatan : 
a) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu 
kejahatan dilakukan. 
b) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 
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6. Metode Penelitian 
6.1  Jenis dan Tipe Penelitian 
  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan ”metode penelitian hukum Normatif”, yaitu 
mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai Norma atau kaidah yang 
berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 
  Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 
gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum di tempat 
tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jadi 
dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum normatif 
dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif. 
 
6.2 Sumber Bahan Hukum. 
  Data yang digunakan dalam penelitian adalah Data 
Sekunder yakni Data yang diperoleh dari sumber-sumber bahan 
hukum maupun perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam 
penelitian Hukum Normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum 
bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum 
Normatif  yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan 
yang bersifat normatif.9  Data sekunder terdiri atas : 
 
                                                 
9 Ibid, h 86. 
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1. Sumber Bahan Hukum Primer 
 Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri 
atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-
putusan pengadilan. Bahan Hukum primer diperoleh melalui 
bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu : 
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 
d) Putusan-putusan Hakim 
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder 
 Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai 
bahan hukum sekunder,  hal ini bisa berupa: 
a) Buku-buku ilmu hukum; 
b) Jurnal ilmu hukum; 
c) Laporan penelitian ilmu hukum; 
d) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang 
dibahas.   
6.3 Metode Pengumpulan Data. 
Data sekunder akan diperoleh dengan cara melalui : 
a. Studi kepustakaan. 
 Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah dengan 
mengumpulkan literatur-literatur, baik berupa buku-buku, 
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peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan 
beberapa literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. 
b Dokumentasi. 
 Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah dengan cara 
menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan advokasi berupa 
data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. 
6.4 Analisis Data. 
  Proses analisis dalam penelitian ini akan dimulai dengan 
cara mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun 
data sekunder. Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan 
proses editing dan interpretasi. Analisis data ini dilakukan secara 
bertahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi 
dengan pengambilan data tambahan. 
  Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Maksud 
dari analisis ini adalah bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau 
untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 
gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini, kadang-kadang berawal 
dari fakta hukum  atau dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat 
membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, 
dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.10 Analisa ini 
dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari 
                                                 
 10 Ibid, hal 25 
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wawancara dan studi pustaka atas beberapa literatur kemudian 
dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan beberapa 
kesimpulan. 
 
6.5 Penulisan Sistematika 
  Untuk memudahkan pemahaman dalam menjawab rumusan 
masalah yang terdapat pada proposal skripsi ini maka penulisan sistematika 
terdiri atas empat Bab sebagai berikut : 
Bab I merupakan bab Pendahuluan. Dalam Bab ini memberikan gambaran 
secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan di 
bahas dalam penulisan skripsi, dimana meliputi : latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 
penelitian, serta penulisan sistematika.  
Bab II berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah yang pertama, yaitu 
mengenai Peran Visum et Repertum dalam Upaya mengungkap Tindak 
Pidana Pembunuhan. Dalam Bab dua ini terdiri atas tiga sub bab yaitu 
pertama berisi posisi Kasus Putusan Nomor : 3054/Pid.B/2010/PN.SBY, 
kedua berisi Visum et Repertum Kasus Pembunuhan Putusan nomor : 
3054/Pid.B/2010/PN.SBY, ketiga mengenai Analisa Peran Visum et 
Repertum dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan 
nomor : 3054/Pid.B/2010/PN.SBY.  
Bab III berisi mengenai jawaban atas permasalahan yang kedua yakni 
mengenai kendala dalam penggunaan Visum et Repertum dalam upaya 
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mengungkap Tindak Pidana pembunuhan (studi kasus Putusan Nomor 
:3054/Pid.B/2010/PN.SBY). Dalam bab ini terdiri atas tiga sub bab yakni 
pertama mengenai kendala internal dalam pemberian Visum et repertum 
atas suatu tindak pidana pembunuhan, dan kedua kendala eksternal dalam 
pemberian keterangan Visum et Repertum, ketiga tentang analisa kendala 
yang terjadi pada pemberian Visum et Repertum  pada kasus pumbunuhan 
putusan nomor : 3054/Pid.B/2010/PN.SBY. 
Bab IV merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan atas 
pembahasan pada bab dua dan bab tiga serta berisi saran-saran atas 
permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 
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